
HidayahHidayah

MBG Gagal di Tangan 
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TERBIT SEJAK 6 NOVEMBER 1945
Berlangganan  Hub. (061) - 7330737

Harga Eceran 
Rp. 4000,- (Dalam Kota)

Luar Kota + Ongkos Kirim

Terbit 8 Halaman

                 	 13 RABI'UL AKHIR 1447 H
SENIN, 6 OKTOBER 2025

Tahun LXXIX No.200

Edisi Digital tersedia di

 



  He..he..he..

Nasib makan gratis ...

 Bersambung ke Hal 7 Bersambung ke Hal 7

Imsak	 :	04:47 WIB
Subuh 	 :	04:57 WIB
Zuhur	 :	12:16 WIB

 Untuk kota Medan sekitarnya

13 RABI'UL AKHIR 1447 H13 RABI'UL AKHIR 1447 H

Jadwal

Salat
Ashar		     : 15:29 WIB
Maghrib	 : 18:18 WIB
Isya	 : 19:27 WIB

Jokowi Temui Prabowo di 
Tengah Isu Ijazah Palsu 

Rusia Bom 
Perbatasan Ukraina

Komite Reformasi 
Polri Segera Dilantik

Peringatan HUT TNI ke 80

TNI Timbul Tenggelam 
Bersama Rakyat 

Wewenang Dinas 
Diambil Alih Bupati 

Pakar Singgung Imunitas Politik

 Bersambung ke Hal 7

 Bersambung ke Hal 7

 Bersambung ke Hal 7

 Bersambung ke Hal 7

 Bersambung ke Hal 7

 Bersambung ke Hal 7 Bersambung ke Hal 7

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Salat

Jakarta, MIMBAR - Menteri 
Sekretaris Negara Prasetyo 
Hadi menarget Peraturan 

Presiden Tata Kelola Makan 
Bergizi Gratis (MBG) ram-

pung pekan depan.

Perpres Tata Kelola MBGPerpres Tata Kelola MBG
Ditarget Rampung Pekan DepanDitarget Rampung Pekan Depan

Pras mengatakan, ketiadaan Perpres 
itu bukan berarti programnya kemu-
dian berhenti. Ia menyebut aturan 
itu nantinya untuk menyempurnakan 

pelaksanaan MBG.
"Minggu ini harus selesai. Tapi kan begini, 

bukan karena perpres belum ada kemudian tidak 
jalan, kan tidak," kata Pras di Monas, Jakarta, 
Minggu (5/10).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya 
lahir dari niat baik negara untuk memperbaiki kuali-
tas generasi muda Indonesia. Tujuan-
nya jelas: memastikan setiap anak 
sekolah, terutama dari keluarga 
kurang mampu, memperoleh asu-
pan gizi yang cukup agar tum-
buh sehat dan cerdas. Namun, 
ketika pelaksanaan di lapangan 
justru memunculkan kasus 
keracunan siswa, publik berhak 
bertanya: apakah program ini 
benar-benar dijalankan dengan 
tanggung jawab?

Jakarta, MIMBAR - Presiden RI Prabowo 
Subianto akan mengumumkan dan melantik Komite 
Reformasi Polri pekan depan.

"Iya [Minggu depan] akan diumumkan dan dilan-
tik oleh pak presiden," kata Mensesneg Prasetyo Hadi 
di Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

Namun, Pras masih enggan merinci siapa saja 
sosok yang akan mengisi komite tersebut.

Prabowo akan membentuk Komite Reformasi 
Kepolisian yang akan diisi sembilan orang tokoh.

Pada kesempatan yang berbeda, Pras menyebut 
salah satu tokoh yang sudah menyatakan kesediaan 
untuk masuk komite itu adalah eks Menko Polhukam 
Mahfud MD.

Beberapa tokoh lainnya adalah mantan Kapolri, 
namun Prasetyo enggan mengungkap siapa tokoh 
yang dimaksud.

Ia mengatakan Komite Reformasi Kepolisian itu 

Medan, MIMBAR - Rusia kembali menggempur 
habis-habisan Ukraina, tepatnya wilayah Zapor-
izhzhia pada Minggu (5/10) hingga menewaskan 
seorang perempuan dan melukai sembilan orang 
lainnya.

Serangan gabungan Rusia ke Ukraina bahkan 
sampai membuat Polandia, tetangga Kyiv sekali-
gus anggota NATO, mengerahkan jet tempur untuk 
memantau dari dekat dampak gempuran Moskow 
tersebut di wilayah udaranya. 

Kepala wilayah Ukraina tenggara, Ivan Fedorov, 

Jakarta, MIMBAR - Presiden 
Prabowo Subianto mengatakan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) berasal dari 
rakyat dan akan selalu mengabdi pada 
bangsa saat perayaan HUT TNI ke-80 
yang digelar di Monas, Jakarta, Minggu 
(5/10).

Tanah Karo, MIMBAR – Polemik retri-
busi dua destinasi wisata unggulan Kabupaten 
Karo, Air Panas Daulu dan Danau Lau Kawar, 
menyisakan kekesalan bagi Kabid Pariwisata 
Karo, Suherdi. Sebab, Bupati Karo menunjuk 
langsung koordinator untuk mengelola pungu-
tan retribusi tersebut.

Jakarta, MIMBAR - Pakar politik Iqbal Themi merespon pertemuan Presiden 
RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kedia-
mannya di Kartanegara IV, Jakarta, Sabtu (4/10) kemarin.

Ia berpandangan, pertemuan Jokowi dan Prabowo merupakan manuver politik 
Jokowi dalam membangun 'imunitas politik' usai tak menjabat lagi sebagai pres-
iden.

Ia berpendapat kendati ini bukan pertemuan yang pertama, namun pertemuan 
ini berlangsung di tengah isu politik yang menyasar lingkaran terdekat Jokowi.

"Imunitas politik bukan soal kekebalan hukum. Tapi jaminan atas ruang aman 
secara politik bagi Jokowi di bawah pemerintahan Prabowo," kata Iqbal ketika 
dikonfirmasi wartawan, Minggu (5/10).

Iqbal mengaitkan pertemuan ini dengan rentetan isu yang belakangan mencuat 
dan mengarah ke keluarga Jokowi. Salah satunya, terkait polemik ijazah yang 
menimpa Jokowi dan Gibran.

Iqbal berpendapat pertemuan tersebut merupakan salah satu sarana konsolidasi 

Jakarta, MIMBAR - Presiden ke-7 RI Joko Widodo meny-
ambangi Presiden RI Prabowo Subianto di Kartanegara IV, 
Jakarta, Sabtu (4/10) kemarin. Pertemuan ini berlangsung di 
tengah isu ijazah palsu yang mendera Joko Widodo.

�Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 
Pras mengatakan, banyak yang dibahas dalam pertemuan itu.
"Banyak, yang pertama memang silaturahmi di antara dua 

pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8," ucap Pras di 
Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

Pras mengungkap pertemuan kedua tokoh itu berlangsung 
sekitar 2 jam. Ia mengatakan pertemuan itu membahas berbagai 
hal terkait isu-isu kebangsaan.

Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti 

Kabid Pariwisata Karo Menyoal 
Kebijakan Retribusi Wisata Unggulan 

Stop MBG, Selamatkan 
Anak Bangsa!

Oleh: Farid Wajdi, Founder Ethics of Care

GELOMBANG keracunan massal akibat Program Makan 
Bergizi Gratis (MBG) kini menjelma dari insiden sporadis 
menjadi tragedi kebijakan publik berskala nasional. Korban 
terus bertambah—lebih dari 9.000 anak dilaporkan jatuh 
sakit di berbagai daerah, dari Sumatera hingga Sulawesi. 
Laporan demi laporan menunjukkan pola yang seragam: 
anak-anak tumbang setelah menyantap makanan yang 
seharusnya menyehatkan mereka. Ironi ini bukan hanya 
mengguncang nurani publik, tetapi juga menggugat akal 
sehat dan tanggung jawab negara terhadap warganya 
yang paling rentan.

Kementerian Kesehatan memang telah menetap-
kan sejumlah daerah sebagai Kejadian Luar Biasa 
(KLB). Namun langkah itu terasa seperti tambal sulam 
administratif yang datang terlambat. Pemerintah 


